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BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULUL

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 12 /HK.01.01/KN-02/08/2022

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 11/HK/01.01/KN-02/08/2022

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam
melakukan Pengawasan pada Pelaksanaan Pendaftaran,
Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Tahun 2024 dibutuhkan Pelaksanaan Pengawasan
Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik yang
terintegrasi, perlu adanya perubahan struktur serta
personil Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran Verifikasi
dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Kapuas Hulu Nomor 11/HK.01.01/KN-02/08/2022 tentang
Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran,
Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka menengah nasional tahun
2020-2024,

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan
pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

869).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilhan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang rencana strategis
Badan pengawas pemilihan umum tahun 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
942).



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 411),

1.  Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :
260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan
Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 30
Juli 2022,

2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :
267/PS.00/K1/08/2022 Tentang Perubahan  Surat
Keputusan Nomor 260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim
Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi
dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Tahun 2024, Tanggal 05 Agustus 2022,

3. Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 12/BA-PLENO/KN-02/08/2022, Tentang Tim
Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi
dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Tahun 2024, Tanggal 02 Agustus 2022

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 12/HK.01.01/KN-
02/08/2022 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 11/HK.01.01/KN-02/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU;

Menetapkan Perubahan Struktur serta Personili Tim Pengawasan
Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan:;

2. Arsip.

Ditetapkan di
Pada tanggal
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